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PENDAHULUAN
Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, Indonesia menerapkan sistem 

desentralisasi. Secara teori, desentralisasi yang tidak terlepas dari aspek politik, administrasi, dan fiskal bertujuan 
untuk menyediakan barang publik yang lebih efisien karena desentralisasi mampu mengakomodir berbagai 
preferensi masyarakat yang ada pada suatu negara dan menghadirkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan 
sesuai kehendak masyarakat (Qiao et al., 2019). 

Terkait konsep desentralisasi, terdapat konsep desentralisasi asimetris sebagai penerapan kebijakan yang 
berbeda pada beberapa wilayah dapat timbul dalam bentuk asimetris dalam hal otoritas, kewenangan, fungsi 
atau hubungan, ekonomi, fiskal dan keuangan, serta institusi (Muluk, 2021). Salah satu alasan penting mengapa 
desentralisasi asimetris diterapkan adalah karena kondisi geografis suatu negara yang sebagian besar adalah 
kepulauan dengan latar belakang kondisi yang berbeda sehingga diperlukan penerapan kebijakan asimetris dalam 
memenuhi pelayanan publik pada negara tersebut (Madubun & Akib, 2017).

Penerapan desentralisasi asimetris banyak diterapkan negara-negara di dunia, antara lain Inggris Raya dan 
Spanyol. Di Inggris Raya, terdapat perbedaan institusional antara Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara yang 
berimplikasi secara politik dan kebijakan berupa adanya bentuk pemerintahan yang lebih otonom pada ketiga 
negara tersebut (Basta & Henderson, 2021). Sementara itu, Spanyol menerapkan otonomi yang disebut sebagai 
estado de las autonomfas berupa sistem desentralisasi asimetris di mana derajat desentralisasi, sistem fiskal, dan 
jumlah sumber daya yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah (pemda) tergantung pada faktor 
historis tiap daerah (Aparicio-Pérez et al., 2021).
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Abstract
This study aims to examine the relationship between the financial condition of the three special autonomous regions, Aceh, Papua, 
and West Papua with regional financial accountability as proxied by the opinion variable on regional financial statements audited by 
BPK RI. Using Conditional Logistic Fixed Effect method, the study uses financial ratios based on regional financial data from 2011-2019. 
The result of the study is that there is a relationship between accountability and financial condition of the special autonomy regional 
government. Variable of Special Allocation Fund (DAK) divided by total transfer is consistent to enhance accountability. The ratio of 
Revenue Sharing (DBH) per total income, operating and capital expenditures per total expenditure are consistent and significant in 
reducing the possibility of an Unqualified Opinion (WTP). All of these findings are in line with the development of calculations that 
use an ordered logit marginal effect to see the percentage of possible occurrences of opinions and their relationship to various ratios 
that become research variables. Various findings based on data processing and marginal effect calculations indicate that there is a 
need to revise DBH policies and regional expenditures, and the application of DAK in regions that have not yet received a WTP opinion.
Keywords: asymmetric decentralization, local financial condition, accountability

Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kondisi keuangan tiga daerah otonomi khusus (otsus), yaitu Aceh, Papua, dan Papua 
Barat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang diproksikan oleh variabel opini laporan keuangan daerah hasil pemeriksaan BPK 
RI. Menggunakan metode Conditional Logistic Fixed Effect, penelitian ini menggunakan rasio keuangan berdasarkan data keuangan 
daerah tahun 2011-2019. Hasil penelitian adalah adanya hubungan antara akuntabilitas dengan kondisi keuangan pemerintah daerah 
otsus. Variabel yang konsisten mendorong terciptanya akuntabilitas adalah variabel rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi total 
dana transfer. Rasio Dana Bagi Hasil (DBH) per total pendapatan serta belanja operasi dan belanja modal per total belanja konsisten 
dan signifikan dalam mengurangi kemungkinan terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seluruh temuan ini sejalan 
dengan pengembangan perhitungan yang juga menggunakan marginal effect ordered logit untuk melihat persentase kemungkinan 
keterjadian opini dan hubungannya dengan berbagai rasio yang menjadi variabel penelitian. Berbagai temuan berdasarkan olah data 
dan perhitungan marginal effect menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan kebijakan DBH dan belanja daerah, serta penerapan 
DAK pada daerah yang belum memperoleh opini WTP. 
Kata kunci: desentralisasi asimetris, kondisi keuangan daerah, akuntabilitas
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Keberagaman Indonesia pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan geografis memberikan konsekuensi bahwa 
kebijakan desentralisasi berupa otonomi daerah tidak harus serupa atau simetris antardaerah. Penerapan kebijakan 
desentralisasi asimetris atau otonomi khusus (otsus) yang diberikan kepada beberapa daerah yang memiliki latar 
belakang khusus secara historis dan sosiologis (Aziz & Zuhro, 2018) juga diterapkan di Indonesia. Setidaknya terdapat 
lima daerah yang memiliki pengaturan khusus atas desentralisasi yang diterapkan pada wilayahnya sebagai berikut: 
(1) Provinsi Aceh yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, (2) Provinsi DKI Jakarta yang diatur 
berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007, (3) Provinsi DI Yogyakarta yang diatur berdasarkan Undang-
Undang No. 13 Tahun 2012, (4) Provinsi Papua yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, dan 
(5) Provinsi Papua Barat yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 35 
Tahun 2008.

Keberadaan konflik menjadikan Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat sebagai daerah yang memiliki latar 
belakang sosio-historis yang serupa. Ditilik lebih jauh, kebijakan otsus bagi Provinsi Papua telah berlangsung 
selama 2 dekade apabila dihitung sejak dimulainya otsus pada tahun 2001. Usia otsus yang telah mencapai 20 
tahun ini sangat terkait dengan salah satu kebijakan sentral pada pengaturan otsus di Provinsi Papua, yaitu dana 
otsus. Berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan kebijakan dana otsus 
berlaku selama 20 tahun. Adanya batasan waktu ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar mengenai evaluasi 
kebijakan otsus yang juga berlaku pada Provinsi Papua Barat serta Provinsi Aceh. Apabila dana otsus berakhir maka 
sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial akan mengalami dampak berupa pengurangan anggaran yang berasal 
dari kontribusi dana otsus (Budiratna & Qibthiyyah, 2020). Sebuah evaluasi secara akademis perlu dilakukan atas 
kebijakan otsus pada daerah-daerah yang mendapatkan dana otsus.

Di Papua, otsus diatur pada Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 
(UU Otsus Papua). Undang-Undang ini direvisi pada tahun 2008 dengan memasukkan Papua Barat sebagai bagian 
dari pengaturan UU Otsus Papua. Dari segi keuangan, UU Otsus Papua memberikan tambahan pendapatan khusus 
bagi Provinsi Papua dan Papua Barat berupa penerimaan khusus dalam proses pelaksanaan otsus dengan besaran 
2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional (ke depan disebut sebagai dana otsus dan berlaku untuk 
20 tahun) dan persentase Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam kehutanan, perikanan, pertambangan umum, 
minyak bumi, dan pertambangan gas yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Terdapat arahan 
penggunaan dana otsus yang oleh UU Otsus Papua diamanatkan untuk dibelanjakan di sektor pendidikan dan 
kesehatan. Sementara itu, Papua dan Papua Barat juga didukung oleh Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang 
diperuntukkan untuk pembiayaan infrastruktur.

Pelaksanaan kebijakan otsus di Provinsi Aceh diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh. Berbeda dengan Provinsi Papua dan Papua Barat, kewenangan khusus yang diperoleh Provinsi 
Aceh utamanya adalah adanya kewenangan politik khusus, pelaksanaan syariat Islam, dan kewenangan keuangan. 
Dalam hal keuangan, Pemerintah Aceh juga mendapatkan kewenangan yang serupa dengan Papua dan Papua 
Barat berupa dana otsus. Besaran dana otsus ini setara 2 persen plafon DAU Nasional dan berlaku selama 20 tahun 
dengan penurunan besaran menjadi 1 persen plafon DAU nasional pada tahun keenam belas sampai dua puluh.

Pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan dapat menjadi indikator evaluasi otsus. Kebijakan 
desentralisasi asimetris secara teoretis rentan mengalami permasalahan akuntabilitas sebagai dampak adanya 
kemudahan dalam penyediaan barang publik (Tan & Avshalom-Uster, 2021). Sejalan dengan Tan & Avshalom-Uster 
(2021), Allain-Dupre et al. (2020) menekankan bahwa permasalahan akuntabilitas menjadi tantangan pelaksanaan 
desentralisasi asimetris karena adanya kompleksitas dalam pengawasan terhadap daerah yang menetapkan 
peraturan berbeda dengan daerah-daerah lain pada suatu negara. Terkait hal ini, Efriandi et al. (2019) menggunakan 
teori terkait hubungan principal-agent (teori keagenan) dalam menjelaskan permasalahan desentralisasi di Papua 
yang merupakan daerah dengan status otsus atau desentralisasi asimetris. Mengacu pada teori keagenan, dapat 
terjadi permasalahan keagenan dalam pengelolaan keuangan di daerah dengan status otsus karena agent yang 
dianalogikan sebagai pemda pelaksana otsus dapat melakukan penyimpangan karena mempunyai pengetahuan 
yang lebih banyak atas kebijakan dari pada principal, yaitu pemerintah pusat maupun rakyat di daerah pelaksana 
desentralisasi asimetris (Efriandi et al., 2019).

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat 3 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
dijelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas. Undang-
Undang Keuangan Negara juga secara jelas mengamanatkan bahwa akuntabilitas berbasis hasil adalah salah satu 
best practice pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan memiliki fungsi untuk mengurangi potensi asimetris 
informasi dan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan operasional pemerintah dalam waktu 
tertentu (Agustina & Setyaningrum, 2020). Laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas juga ditegaskan 
dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu bahwa penyusunan laporan keuangan merupakan instrumen untuk 
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mewujudkan akuntabilitas. Pemeriksaan atas pelaporan keuangan negara atau daerah di Indonesia menghasilkan 
empat opini yang menunjukkan seberapa besar kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi, 
tingkat pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu (BPK RI, 2020b):
1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): opini ini menjelaskan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar

dan cukup dalam hal-hal yang sifatnya material.
2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan

informasi secara wajar dan cukup dalam hal-hal yang bersifat material kecuali untuk dampak hal-hal yang
berhubungan dengan hal yang dikecualikan.

3) Opini Tidak Wajar (TW): opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara
wajar dan cukup dalam hal yang bersifat material.

4) Pernyataan menolak memberikan opini: opini ini menjelaskan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa
sesuai standar pemeriksaan.

Keempat indikator akuntabilitas keuangan negara/daerah yang telah diurutkan berdasarkan penilaian terbaik
hingga terburuk ini dapat dilihat hubungannya dengan kondisi keuangan daerah yang ditunjukkan dengan rasio 
keuangan daerah. McDonald III (2019) mendefinisikan kondisi keuangan atau kesehatan keuangan entitas publik 
sebagai terminologi yang telah meluas, namun masih terkait erat dengan konteks ekonomi dan akuntansi. Secara 
akuntansi dan penganggaran, kondisi keuangan terkait dengan kapasitas pemerintah dalam menyediakan program 
maupun pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal ini, analisis keuangan publik sebenarnya terfokus pada solvabilitas 
untuk mengukur keberlanjutan, fleksibilitas, dan kerentanan kondisi keuangan (Subires & Bolivar, 2017). Kondisi 
keuangan juga dapat diartikan sebagai keberlanjutan keuangan pemda yang memungkinkan pemerintah untuk 
dapat melanjutkan pemberian pelayanan saat ini dan masa depan tanpa menggunakan sumber pendapatan yang 
sifatnya tidak teratur atau mengganggu struktur belanja daerah (Hajilou et al., 2018). Dalam cakupan yang lebih 
spesifik terhadap aspek solvabilitas, setidaknya terdapat empat dimensi kondisi keuangan berdasarkan McDonald 
III (2019) yang menjadi dasar pengembangan berbagai rasio keuangan, yaitu solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, 
solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas tingkat pelayanan.

Dengan menggunakan empat dimensi solvabilitas tersebut yang diturunkan melalui sebelas rasio keuangan, 
McDonald III (2017) melakukan perhitungan kondisi kesehatan keuangan dan potensi kebangkrutan pemda. 
Sementara itu, untuk studi kasus Indonesia, Ritonga (2014) menggunakan enam dimensi kondisi keuangan, yaitu: (1) 
solvabilitas dalam jangka pendek, yaitu pengukuran kapabilitas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek, 
(2) solvabilitas anggaran untuk mengukur kewajiban operasional, (3) solvabilitas jangka panjang untuk mengukur 
kapabilitas pemenuhan kewajiban jangka panjang, (4) fleksibilitas finansial untuk mengukur kapabilitas dalam 
menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksi pada waktu yang akan datang, (5) kemandirian keuangan untuk 
mengukur kapabilitas pelaksanaan hak keuangan secara efektif dan efisien, dan (6) solvabilitas tingkat pelayanan 
sebagai kapabilitas untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, identifikasi penilaian 
kondisi keuangan menggunakan instrumen rasio keuangan dipilih karena rasio keuangan dapat menunjukkan arah 
pengelolaan keuangan daerah serta memberikan kebebasan bagi peneliti untuk memilih rasio sesuai dengan arah 
kajiannya (McDonald III, 2017). 

Permasalahan akuntabilitas dan hubungannya dengan kondisi keuangan daerah menjadi hal yang menarik 
dan penting untuk ditelaah dalam konteks otsus di Indonesia. Sebagai contoh, Prabowo et al. (2020) menemukan 
permasalahan transparansi dan akuntabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat pada unit kerja pemerintahan 
yang terkait dengan ekonomi dan infrastruktur berupa rendahnya manajemen keuangan, terutama dalam 
hal efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Tidak hanya pada kedua provinsi di Pulau Papua, isu-isu terkait 
akuntabilitas keuangan juga ditemukan pada pengelolaan dana otsus di Provinsi Aceh pada saat terjadinya konflik 
dan pascakonflik. Pascakonflik bersenjata, Aziz & Zuhro (2018) menemukan bahwa masih terdapat berbagai 
permasalahan akuntabilitas penggunaan dana APBD pada berbagai proyek salah satunya proyek pembangunan 
istana Wali Nanggroe. 

Selain permasalahan spesifik yang terjadi pada seluruh daerah sampel, diketahui bahwa berdasarkan data 
opini BPK RI pada tahun anggaran 2019, pelaksanaan desentralisasi asimetris, khususnya di Provinsi Papua masih 
memerlukan peningkatan kualitas aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai gambaran, BPK 
RI (2020a) menunjukkan bahwa dari total enam daerah yang mendapatkan predikat opini Tidak Menyatakan 
Pendapat (TMP), tiga daerah adalah berasal dari Provinsi Papua. Lebih jauh, Provinsi Papua merupakan provinsi 
dengan peringkat kedua dalam hal jumlah daerah yang memperoleh predikat opini WDP di bawah Provinsi 
Sumatera Utara (BPK RI, 2020a). Hal-hal ini mendorong diperlukannya kajian terkait hubungan kondisi keuangan 
dengan akuntabilitas pada daerah yang menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris.
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Mengacu pada berbagai penelitian terdahulu, masih belum terdapat penelitian yang membahas akuntabilitas 
pada daerah otsus secara kuantitatif. Penelitian akuntabilitas dan kondisi keuangan daerah otsus umumnya bersifat 
kualitatif dan membahas temuan permasalahan akuntabilitas. Sementara itu secara kuantitatif, penelitian terkait 
Indonesia belum secara dalam membahas kondisi keuangan daerah otsus. Berdasarkan hal tersebut, penelitian 
ini bertujuan mengkaji hubungan kondisi keuangan tiga daerah otsus, yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat dengan 
akuntabilitas keuangan daerah yang diproksikan oleh variabel opini laporan keuangan daerah hasil pemeriksaan 
BPK RI. Penelitian ini menggunakan sembilan rasio keuangan yang bersumber dari beberapa rasio keuangan 
pada McDonald III (2017). Cakupan data adalah pada Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat pada tahun 2011-
2019. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi komprehensif pengelolaan keuangan daerah dan 
hubungannya dengan akuntabilitas. 

METODE
Metode Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kondisi keuangan daerah yang berstatus sebagai daerah 
otsus, yaitu Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat terhadap opini hasil pemeriksaan BPK RI. Sesuai dengan tipe 
data opini laporan keuangan daerah yang bersifat kualitatif, penelitian ini menggunakan logistic regression (logit) 
sebagai metode untuk mengakomodasi sifat variabel dependen yang terdiri dari dua pilihan atau binary choice 
model. Terdapat beberapa jenis model yang tergolong sebagai binary choice, seperti Linear Probability Model 
(LPM), namun model ini tidak umum digunakan karena hasil statistik yang kurang diharapkan sehingga model 
dalam skala logistik lebih layak (Battey et al., 2019). Untuk mengakomodasi kecenderungan sifat biner pada variabel 
dependen, digunakan fungsi logaritma natural pada persamaan matematika model logit. Pada penelitian ini, 
akuntabilitas yang diproksikan oleh opini laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI menjadi variabel dependen 
dan kondisi keuangan yang diwakili beberapa rasio keuangan terkait aspek pendapatan, belanja, dan kewenangan 
otsus menjadi variabel independen.

Secara teknis penelitian ini menggunakan Model Conditional Logit Fixed Effect yang diharapkan mampu 
mengatasi permasalahan omitted variable sebagai penyebab permasalahan bias koefisien regresi. Untuk 
memberikan spesifikasi Model Conditional Logit fixed effect secara lebih komprehensif, Williams (2018) menjelaskan 
beberapa penerapan model tersebut sebagai berikut: (1) variabel dependen harus diukur untuk minimal pada 
dua waktu untuk tiap individu, (2) variabel independen harus berubah sepanjang waktu untuk sejumlah individu 
tertentu. Model Fixed Effect bukanlah model yang sesuai untuk melihat efek pada variabel yang tidak mengalami 
perubahan antarwaktu, seperti suku dan jenis kelamin, (3) hal baik dari poin (2) adalah bahwa suku dan jenis 
kelamin yang memiliki karakteristik stabil mampu dikendalikan walaupun variabel jenis ini mampu diukur atau tidak. 
Kekurangannya adalah efek dari variabel dummy tidak dapat diestimasi, (4) metode lain seperti random effects 
dapat digunakan ketika hendak mengestimasi efek atas variabel, seperti jenis kelamin dan suku, namun metode ini 
tidak mampu mengendalikan omitted variable, (5) fixed effects dapat mengestimasi perbedaan data antarwaktu, 
namun bukan perbedaan antardata pada waktu tertentu. Apabila terdapat variasi yang besar antardata, namun 
terdapat variasi yang kecil antarwaktu, metode fixed effects menjadi tidak akurat dan memiliki standar error yang 
besar. Hal ini terjadi karena adanya trade-off antara bias dan efisiensi seperti pada model random effects yang akan 
mengalami permasalahan terkait bias variabel, namun lebih efisien, dan (6) conditional logit/fixed effects dapat 
digunakan untuk penelitian selain panel, yaitu untuk data spesifik alternatif. 

Dalam upaya mengakomodasi empat jenis opini BPK RI, model pada penelitian juga menggunakan metode 
ordered logit yang kompatibel dalam melakukan pengolahan data berbentuk skala likert atau data kualitatif berupa 
perilaku atau kepercayaan yang sulit untuk dihitung (Baetschmann et al., 2020). Metode ordered logit juga dapat 
menganalisis variabel dependen yang berjumlah lebih dari dua variabel atau binary (Casinillo et al., 2020). Dengan 
digunakannya ordered logit, dapat diperoleh hasil yang lebih akurat dan mampu menjelaskan fenomena hubungan 
antara rasio keuangan dengan variabel dependen berupa opini laporan keuangan pada daerah sampel.

Jenis dan Sumber Data
Tabel 1 menunjukkan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian yang mencakup variabel OPINI 

sebagai variabel dependen, sembilan variabel independen rasio keuangan berupa PAD_PDPT, TRANSFER_PDPT, 
DAK_TRANSFER, PDPT_BLJ, OP_BLJ, MODAL_BLJ, TETAP_ASET, OTSUS_PDPT, dan DBH_PDPT. Selain itu terdapat 2 
variabel kontrol berupa PNS dan LUAS yang merupakan jumlah PNS pada suatu daerah dan luas daerah.
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Tabel 1. Variabel Penelitian
No. Variabel Keterangan Sumber Data

Variabel Dependen
1. OPINI Variabel merupakan angka kategori. Opini atas LKPD. 1 = 

Opini WTP. 0 = Opini selain WTP. (Model Umum Conditional 
Logistic).
Opini atas LKPD. 1 = TMP, 2 = TW, 3 = WDP, dan 4 = WTP 
(Model Umum Ordered Logit)

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) BPK RI

Variabel Independen
2. PAD_PDPT Variabel merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dibagi total pendapatan
DJPK Kementerian Keuangan RI

3. TRANSFER_PDPT Variabel merupakan rasio pendapatan transfer dibagi total 
pendapatan

DJPK Kementerian Keuangan RI

4. DAK_TRANSFER Variabel merupakan rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi 
total transfer Pemerintah Pusat ke daerah

DJPK Kementerian Keuangan RI

5. PDPT_BLJ Variabel merupakan rasio pendapatan dibagi total belanja DJPK Kementerian Keuangan RI
6. OP_BLJ Variabel merupakan rasio belanja operasional yang terdiri 

dari belanja barang dan pegawai dibagi total belanja
DJPK Kementerian Keuangan RI

7. MODAL_BLJ Variabel merupakan rasio belanja modal dibagi total belanja DJPK Kementerian Keuangan RI
8. TETAP_ASET Variabel merupakan rasio nilai aset tetap dibagi total aset DJPK Kementerian Keuangan RI
9. OTSUS_PDPT Variabel merupakan rasio jumlah dana otsus dibagi total 

pendapatan
DJPK Kementerian Keuangan RI

10. DBH_PDPT Variabel merupakan rasio jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi 
total pendapatan

DJPK Kementerian Keuangan RI

Variabel Kontrol
11. PNS Variabel merupakan jumlah PNS pada pemda di daerah 

sampel
BPS

12. LUAS Variabel merupakan besaran luas wilayah di daerah sampel BPS
Sumber: Penulis.

Variabel PAD_PDPT dan TRANSFER_PDPT hendak melihat bagaimana hubungan kemandirian fiskal terhadap 
akuntabilitas. Secara teori seharusnya daerah yang lebih mengandalkan PAD mampu mengelola keuangan daerah 
secara lebih akuntabel (Martínez-Vázquez et al., 2016). DAK_TRANSFER digunakan untuk melihat hubungan 
DAK yang secara teori lebih mampu menghadirkan akuntabilitas dibandingkan dengan dana transfer lainnya dan 
dapat mendorong percepatan penyediaan infrastruktur publik (Pambudi et al., 2021). Variabel PDPT_BLJ, OP_BLJ, 
MODAL_BLJ, TETAP_ASET hendak melihat hubungan belanja dengan akuntabilitas pada daerah yang menerapkan 
otsus. Rahmasari & Setiawan (2021) menemukan bahwa belanja modal meningkatkan kemungkinan kesempatan 
terjadinya fraud berupa mark up nilai proyek dan penyogokan sehingga cenderung mendorong terjadinya opini 
non WTP. Variabel OTSUS_PDPT dan DBH_PDPT hendak melihat bagaimana kewenangan penerimaan yang terkait 
dengan otsus berpengaruh terhadap akuntabilitas. Secara teori, seharusnya variabel belanja dan penerimaan 
khusus terkait otsus berhubungan negatif terhadap opini sebagai proksi akuntabilitas sesuai dengan Tan & 
Avshalom-Uster (2021) dan Allain-Dupre et al. (2020). 

Penggunaan sembilan variabel independen dilakukan sebagai representasi kondisi keuangan daerah. 
Sementara itu, terdapat penggunaan dua variabel kontrol sebagai penjelas model. Variabel PNS digunakan 
mengingat pentingnya pengaruh aparatur negara dalam pelaksanaan desentralisasi (Taamneh et al., 2019) dan 
variabel LUAS mewakili faktor geografi dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi asimetris (Tan & Avshalom-
Uster, 2021). 

Seluruh variabel ini dikembangkan pada 6 tahap dalam mencari model terbaik. Pada tahap awal, model 
menggunakan variabel PAD_PDPT, TRANSFER_PDPT, dan PDPT_BLJ. Model ini kemudian dikembangkan hingga 
tahap keenam yang memasukkan sebagian besar variabel, yaitu PAD_PDPT, OTSUS_PDPT, DBH_PDPT, DAK_
TRANSFER, OP_BLJ, MODAL_BLJ, TETAP_ASET, PNS, dan LUAS. Dengan memasukkan 9 variabel sesuai dengan 
persamaan (1), tahapan keenam memenuhi kriteria model terbaik karena mampu konsisten menjelaskan hubungan 
variabel dependen dengan sebagian besar variabel independen yang diperjelas dengan variabel PNS dan LUAS 
sebagai kontrol. Variabel PNS digunakan mengingat pentingnya pengaruh aparatur negara dalam pelaksanaan 
desentralisasi (Taamneh et al.,2019) dan faktor geografi dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi asimetris (Tan 
& Avshalom-Uster, 2021).
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(ln          
         ) =      (PAD_PDPT) 

+              ) +   (DBH_PDPT) +  
  (DAK_TRANSFER) +   (OP_BLJ) + 
  (MODAL_BLJ) +   (TETAP_ASET) +   (PNS) + 
   (LUAS) +   ..................................................... (1) 

Data yang digunakan pada penelitian dibatasi secara dimensi waktu, yaitu tahun 2011-2019 karena keterbatasan 
kelengkapan data. Sementara itu, terdapat batasan dimensi daerah, yaitu cakupan daerah sampel yang meliputi 
seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat dengan mengecualikan dua 
kabupaten di Papua Barat, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan. 

Data opini BPK bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS 1) BPK RI selama tahun 2012-
2020. Data umum laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan berbagai rasio keuangan adalah berasal dari 
laman situs DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang disajikan pada situs DJPK merupakan data 
APBD setiap tahun sejak tahun 2011-2019 dan neraca daerah yang di dalamnya terdapat data jumlah aset dan 
jumlah aset tetap. Data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan luas wilayah diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) daerah sampel. Data jumlah PNS tahun 2011-2019 tidak disajikan secara lengkap pada situs BPS Provinsi 
Aceh dan Papua Barat, bahkan penyajian data PNS pada publikasi “Provinsi Aceh dalam Angka” dan pada publikasi-
publikasi kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dalam angka tidak lengkap. 

Merujuk pada data opini BPK RI pada 66 daerah sampel, diketahui bahwa terdapat peningkatan tren opini 
WTP selama tahun 2011-2019. Tren Peningkatan WTP ini diikuti dengan tren penurunan daerah dengan predikat 
opini non-WTP. Diketahui bahwa hanya terdapat dua pemda sampel yang memperoleh predikat WTP pada tahun 
2011, namun jumlah ini meningkat signifikan menjadi 53 daerah pada tahun 2019. Sebaliknya, pada tahun 2011 
terdapat penurunan opini non-WTP dari 64 daerah pada tahun 2011 menjadi 13 daerah pada tahun 2019. Secara 
terperinci, opini non-WTP selama tahun 2011 dan 2019 didominasi oleh opini WDP dan opini TMP. Opini WDP 
pada awal periode tahun 2011-2019 didominasi oleh Provinsi Aceh. Sementara opini TMP didominasi oleh Provinsi 
Papua.

Perhitungan statistik deskriptif penelitian yang mencakup rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan 
nilai minimum seluruh variabel menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2019 terdapat peningkatan nilai rata-
rata variabel PAD_PDPT, DAK_TRANSFER, dan OTSUS_PDPT. Peningkatan rata-rata PAD_PDPT mengindikasikan 
perbaikan kemandirian fiskal pada seluruh daerah sampel. Sementara itu, OTSUS_PDPT diindikasikan meningkat 
seiring peningkatan besaran DAU Nasional. Seiring peningkatan PAD_PDPT, terdapat tren penurunan rata-rata 
TRANSFER_PDPT dan DBH_PDPT. Sementara itu, akun terkait belanja berupa rata-rata OP_BLJ dan MODAL_BLJ 
cenderung masih fluktuatif selama tahun 2011-2019. 

Selain rerata variabel, nilai maksimum dan minimum harus menjadi perhatian pemangku kepentingan 
di pusat maupun daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2019 diketahui terdapat nilai minimum PAD_PDPT yang 
hanya sebesar 0,0013 yang artinya terdapat daerah yang memiliki ketergantungan sangat besar terhadap dana 
transfer dan hanya mengandalkan PAD senilai 0,1 persen dari total pendapatannya. Di sisi lain juga terdapat daerah 
yang pada tahun 2019 belanja modalnya hanyalah sebesar 7,12 persen. Nilai belanja modal ini perlu ditingkatkan 
terutama dalam mengejar proses pembangunan di daerah sampel dan melaksanakan skema belanja pemerintah 
yang memberikan nilai pengganda (multiplier) yang lebih melalui belanja modal atau pembangunan infrastruktur. 
Berdasarkan data juga diketahui terdapat daerah yang sangat bergantung pada dana otsus karena nilai OTSUS_
PDPT mencapai 61,7 persen. Hal ini juga perlu menjadi perhatian agar pemberian dana otsus mampu mendorong 
kemandirian bagi seluruh daerah sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses olah data menggunakan Model Conditional Fixes Effects Logit menghasilkan output sebagaimana 

terdapat pada Tabel 2 yang merupakan hasil regresi dari persamaan (1). Dari keenam tahapan pemodelan, secara 
umum variabel yang konsisten dalam hal tanda (positif dan negatif) dan signifikansi variabel adalah PAD_PDPT, DBH_
PDPT, OP_BLJ, MODAL_BLJ, dan DAK_TRANSFER. Di antara variabel-variabel pada penelitian juga terdapat variabel 
yang konsisten secara tanda namun tidak signifikan, seperti variabel OTSUS_PDPT dan TETAP_ASET. Signifikansi 
pada penelitian ini ditinjau dari nilai p sesuai keterangan yang menunjukkan apabila p < 0,1 adalah signifikansi di 
bawah 10 persen, apabila p < 0,05 adalah signifikansi di bawah 5 persen, dan p < 0,01 adalah signifikansi di bawah 
1 persen.
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Tabel 2. Hasil Olah Data Model Umum Conditional Logit
Opini (1) Opini (2) Opini (3) Opini (4) Opini (5) Opini (6)

PAD_PDPT 19,54**
(9,17)

28,02***
(8,92)

23,36***
(8,71)

23,14***
(8,75)

22,89** 
(9,01) 

21,49** (9,02)

TRANSFER_PDPT -20,42
(2,73)

PDPT_BLJ -7,30**
(3,70)

OTSUS_PDPT 7,14**
(3,10)

6,84**
(3,17)

6,90**
(3,18)

6,67** (3,26) 6,88** 
(3,27)

DBH_PDPT -22,98***
(5,31)

-17,35***
(5,53)

-17,67***
(5,58)

-18,30*** 
(5,81) 

-18,59*** 
(5,91)

OP_BLJ -11,90***
(2,94)

-7,88**
(3,29)

-7,87**
(3,29)

-8,07** (3,39) -7,95** 
(3,36)

MODAL_BLJ -9,52***
(3,17)

-8,99***
(3,28)

-8,88***
(3,27)

-8,61*** 
(3,33) 

-8,42** 
(3,35)

DAK_TRANSFER 13,27***
(3,65)

13,29***
(3,65)

12,63*** 
(3,73) 

12,63*** 
(3,73)

TETAP_ASET -0,83
(0,89)

-0,97 (0,94) -0,99 
(0,94) 

PNS 0,00
(0,00)

 0,00 
(0,00)

LUAS 0,00
(0,00)

N  468  468  468  468  463 463
Log likelihood -104,30 -113,60 -104,90 -104,50 -102,20 -101,50
Chi2  202,70 184,00 201,50 202,30 195,40 196,80 
Prob>chi2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Keterangan: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01.
Standard Error merupakan nilai di dalam kurung.
Sumber: Penulis, diolah.

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa DBH sebagai salah satu kewenangan yang diberikan secara khusus pada 
Undang-Undang Otonomi Khusus berhubungan negatif dengan akuntabilitas. Pengaturan otonomi khusus berupa 
pemberian alokasi dana yang lebih besar dalam konsep desentralisasi asimetris dapat mengurangi akuntabilitas 
dan transparansi (Allain-Dupre et al., 2020). Sejalan dengan konsep ini, alokasi DBH yang lebih besar dibanding 
daerah non-otonomi khusus, disinyalir belum mampu menghadirkan akuntabilitas. 

Hasil ini berbeda dengan DAK dan PAD yang berhubungan positif dengan opini sehingga mampu meningkatkan 
peluang opini WTP. Sesuai dengan teori, belanja modal dan operasi berhubungan negatif dengan opini sehingga 
diduga seluruh jenis belanja pada daerah otsus masih belum mampu menghadirkan akuntabilitas. Temuan lainnya 
adalah bahwa OTSUS_PDPT yang merepresentasikan dana otsus berhubungan positif dengan signifikansi di bawah 
10 persen. Hasil ini menunjukkan perbedaan DBH dengan dana otsus di mana terdapat peruntukan penggunaan 
dana otsus yang diatur pada undang-undang. Pada pengaturan dana otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, 
diatur bahwa dana otsus digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk Provinsi Aceh, dana otsus 
digunakan untuk kewenangan politik khusus, pelaksanaan syariat Islam, dan kewenangan keuangan. Kewenangan 
khusus inilah yang menjadikan dana otsus memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

Tabel 3. Hasil Olah Data Model Umum Ordered Logit
Opini (1) Opini (2) Opini (3) Opini (4) Opini (5) Opini (6)

PAD_PDPT 10,40 (7,46) 16,46** (7,53) 13,57* (7,46) 13,66* (7,46) 12,70* (7,57) 11,39 (7,63)
TRANSFER_PDPT -18,78*** (1,81)
PDPT_BLJ -2,89 (2,59)
OTSUS_PDPT 6,43** (2,56) 6,63** (2,63) 6,63** (2,64) 6,45** (2,71) 6,55**  (2,72)
DBH_PDPT -29,96*** (4,77) -23,61*** (4,96) -23,52*** (4,96) -24,80*** (5,12) -25,27*** (5,15)
OP_BLJ -11,83*** (2,33) -6,60*** (2,43) -6,59*** (2,43) -7,02*** (2,49) -6,99*** (2,48) 
MODAL_BLJ -12,37*** (2,32) -12,43*** (2,36) -12,38*** (2,36) -12,26*** (2,42) -12,41*** (2,43)
DAK_TRANSFER 15,91*** (2,94) 15,94*** (2,94) 15,28*** (3,00) 15,56*** (3,02)
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TETAP_ASET 0,32 (0,69) 0,032 (0,71) 0,017(0,71) 
PNS 0,00 (0,00)  0,00(0,00)
LUAS 0,00 (0,00)
cut1_cons -47,80 (3093,40) -45,21 (862,50) -44,88 (1649,10) -44,63 (1645,10) -44,27 (1634,00) -39,14 (1626,40) 
cut2_cons -9,59*** (2,82) -11,39*** (2,54) -7,46*** (2,53) -7,18*** (2,61) -6,88** (2,85) -1,68 (5,74)
cut3_cons -9,36*** (2,82) -11,15*** (2,53) -7,20*** (2,53) -6,92*** (2,60) -6,60** (2,85) -1,41 (5,74)
cut4_cons -5,87** (2,79) -7,59*** (2,49) -3,51 (2,49) -3,22 (2,57) -2,79 (2,81) 2,41 (5,73)
N  594  594  594  594  589 589
Log likelihood -337,60 -332,10 -314,80 -314,60 -305,00 -304,40
Chi2 669,30 680,20 714,90 715,10 720,80 722,00
Pseudo R2 0,498 0,51 0,53 0,53 0,54 0,54

Ket: *p < 0,1; **p < 0,05; *** p < 0,01.
Standard Error merupakan nilai di dalam kurung.
Sumber: Penulis, diolah.

Berdasarkan hasil proses olah data menggunakan metode ordered logit pada Tabel 3, yang lebih peka dalam 
mengidentifikasi derajat akuntabilitas berdasarkan hasil opini BPK RI, ditemukan bahwa variabel OTSUS_PDPT, 
DBH_PDPT, OP_BLJ, MODAL_BLJ, dan DAK_TRANSFER konsisten dalam hal signifikansi statistik dan tanda. Hal ini 
menunjukkan bahwa rasio-rasio tersebut sangat penting untuk menjadi indikator utama dalam melihat akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Kelima variabel ini juga konsisten dengan model umum conditional logit dengan 
nilai signifikansi yang meningkat pada variabel OTSUS_PDPT, OP_BLJ, dan MODAL_BLJ. Sebagaimana perhitungan 
conditional logit, kriteria signifikansi yang menjadi acuan sesuai dengan kaidah statistika adalah 1 persen (p < 0,01), 
5 persen (p < 0,05), dan 10 persen (p < 0,1) dengan 1 persen menandai hasil yang paling signifikan dibanding 2 
level signifikansi yang lain. Kondisi ini mempertegas temuan yang diperoleh pada perhitungan conditional logit dan 
mempertegas hubungan antara kebijakan otsus yang dijelaskan oleh Allain-Dupre et al. (2020). Berbeda dengan 
perhitungan conditional Logit, pada perhitungan menggunakan ordered logit ditemukan bahwa PAD_PDPT masih 
bernilai positif, namun tidak konsisten secara signifikansi dan nilai variabel seiring dengan bertambahnya variabel 
yang digunakan dalam model.

Tabel 4. Perhitungan Marginal Effect Model Ordered Logit
dy/dx (1) dy/dx (2) dy/dx (3) dy/dx (4) dy/dx (5) dy/dx (6)

PAD_PDPT 1 -0,01  (0,01) -0,02  (0,02) -0,02  (0,02) -0,02  (0,02) -0,02  (0,02) -0,01  (0,01)
PAD_PDPT 2 -0,63  (0,46) -0,95** (0,44) -0,75*  (0,41) -0,75*  (0,41) -0,67*  (0,40) -0,60  (0,41)
PAD_PDPT 3 -0,03  (0,02) -0,05*  (0,03) -0,04  (0,03) -0,04  (0,03) -0,04  (0,03) -0,03  (0,02)
PAD_PDPT 4 -0,36  (0,25) -0,61** (0,27) -0,44*  (0,24) -0,45*  (0,24) -0,43* (0,26) -0,37  (0,25)
PAD_PDPT 5 1,04  (0,74) 1,64**  (0,74) 1,26*  (0,68) 1,26*  (0,68) 1,16*  (0,68) 1,03  (0,68)
TRANSFER_PDPT 1 0,03  (0,02)
TRANSFER_PDPT 2 1,14*** (0,11)
TRANSFER_PDPT 3 0,06*** (0,02)
TRANSFER_PDPT 4 0,65*** (0,09)
TRANSFER_PDPT 5 -1,87*** (0,13)
PDPT_BLJ 1 0,00  (0,00)
PDPT_BLJ 2 0,17  (0,16)
PDPT_BLJ 3 0,01  (0,01)
PDPT_BLJ 4 0,01  (0,01)
PDPT_BLJ 5 -0,29  (0,26)
OTSUS_PDPT 1 -0,01  (0,01) -0,01  (0,01) -0,01  (0,01) -0,01  (0,01) 1,03  (0,68)
OTSUS_PDPT 2 -0,37** (0,15) -0,36** (0,14) -0,37** (0,14) -0,34** (0,14) -0,35** (0,14)
OTSUS_PDPT 3 -0,02*  (0,01) -0,02*  (0,01) -0,02*  (0,01) -0,02*  (0,01) -0,02* (0,01)
OTSUS_PDPT 4 -0,24** (0,10) -0,22** (0,09) -0,22** (0,09) -0,22** (0,10) -0,21** (0,09)
OTSUS_PDPT 5 0,64**  (0,25) 0,61** (0,24) 0,61** (0,24) 0,59** (0,24) 0,59** (0,24)
DBH_PDPT 1 0,04  (0,03) 0,03  (0,02) 0,03  (0,02) 0,03  (0,02) 0,03  (0,02)
DBH_PDPT 2 1,74*** (0,29) 1,30*** (0,28) 1,30*** (0,28) 1,30*** (0,28) 1,34*** (0,28)
DBH_PDPT 3 0,09*** (0,03) 0,08** (0,03) 0,07** (0,03) 0,07** (0,03) 0,07** (0,03)
DBH_PDPT 4 1,11*** (0,19) 0,77*** (0,18) 0,77*** (0,18) 0,85*** (0,19) 0,83*** (0,19)
DBH_PDPT 5 -2,99*** (0,42) -2,18*** (0,43) -2,18*** (0,43) -2,26*** (0,43) -2,28*** (0,43)
OP_BLJ 1 0,02  (0,01) 0,01  (0,01) 0,01  (0,01) 0,01  (0,01) 0,01  (0,01)
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OP_BLJ 2 0,69*** (0,13) 0,36*** (0,13) 0,36*** (0,13) 0,37*** (0,13) 0,37*** (0,13)
OP_BLJ 3 0,04**  (0,01) 0,02** (0,01) 0,02** (0,01) 0,02** (0,01) 0,02** (0,01)
OP_BLJ 4 0,44*** (0,10) 0,22** (0,09) 0,22** (0,09) 0,24** (0,09) 0,23** (0,09)
OP_BLJ 5 -1,18*** (0,22) -0,61*** (0,22) -0,61*** (0,22) -0,64*** (0,22) -0,63*** (0,22)
MODAL_BLJ 1 0,02  (0,01) 0,02  (0,01) 0,02  (0,01) 0,02  (0,01) 0,02  (0,01)
MODAL_BLJ 2 0,72*** (0,12) 0,69*** (0,12) 0,68*** (0,12) 0,64*** (0,12) 0,66*** (0,12)
MODAL_BLJ 3 0,04**  (0,01) 0,04*** (0,01) 0,04*** (0,01) 0,04** (0,01) 0,04** (0,01)
MODAL_BLJ 4 0,46*** (0,11) 0,41*** (0,11) 0,41*** (0,11) 0,42*** (0,11) 0,41*** (0,11)
MODAL_BLJ 5 -1,23*** (0,23) -1,15*** (0,22) -1,15*** (0,22) -1,12*** (0,22) -1,12*** (0,22)
DAK_TRANSFER 1 -0,02  (0,02) -0,02  (0,02) -0,02  (0,01) -0,02  (0,01)
DAK_TRANSFER 2 -0,88*** (0,16) -0,88*** (0,16) -0,80*** (0,16) -0,83*** (0,16)
DAK_TRANSFER 3 -0,05** (0,02) -0,05** (0,02) -0,04** (0,02) -0,05** (0,02)
DAK_TRANSFER 4 -0,52*** (0,11) -0,52*** (0,11) -0,52*** (0,12) -0,51*** (0,12)
DAK_TRANSFER 5 1,47*** (0,25) 1,47*** (0,25) 1,39*** (0,26) 1,40*** (0,26)
TETAP_ASET 1 -0,00  (0,00) -0,00  (0,00) -0,00  (0,00)
TETAP_ASET 2 -0,02  (0,04) -0,00  (0,04) -0,00  (0,04)
TETAP_ASET 3 -0,00  (0,00) -0,00  (0,00) -0,00  (0,00)
TETAP_ASET 4 -0,01  (0,02) -0,00  (0,02) -0,00  (0,02)
TETAP_ASET 5 0,03  (0,06) 0,00  (0,06) 0.00  (0,06)
PNS 1 -0,00  (0,00) -0,00  (0,00)
PNS 2 -0,00  (0,00) -0,00  (0,00)
PNS 3 -0,00  (0,00) -0,00  (0,00)
PNS 4 -0,00  (0,00) -0,00  (0,00)
PNS 5 0,00  (0,00) 0,00  (0,00)
LUAS 1 -0,00  (0,00)
LUAS 2 -0,00  (0,00)
LUAS 3 -0,00  (0,00)
LUAS 4 -0,00  (0,00)
LUAS 5 0,00  (0,00)
N  594  594  594  594  589 589
Keterangan: * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01.
Standard Error merupakan nilai di dalam kurung.
Sumber: Penulis, diolah.

Proses perhitungan marginal effect pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa sembilan variabel dibagi menjadi 
lima jenis sesuai dengan hubungannya pada keempat jenis opini. Marginal effect adalah metode perhitungan untuk 
menghitung persentase kemungkinan keterjadian pada regresi logistik/biner. Long & Mustillo (2021) menjelaskan 
penggunaan interpretasi marginal effect yang mampu memberikan penjelasan kemungkinan keterjadian suatu 
outcome pada model logistik atau biner. Perhitungan pada Tabel 4 dilakukan untuk memperjelas efek yang terjadi 
pada perhitungan ordered logit berdasarkan analisis marginal effect.

Sebagai contoh, variabel OTSUS_PDPT 1 merujuk pada hubungan variabel tersebut apabila nilai variabel 
dependen bernilai 0. Sementara itu, OTSUS_PDPT 2 merujuk pada hubungan variabel tersebut dengan opini TMP, 
OTSUS_PDPT 3 merujuk pada hubungan variabel tersebut dengan opini TW, OTSUS_PDPT 4 merujuk pada hubungan 
variabel tersebut dengan opini WDP, dan OTSUS_PDPT 5 merujuk pada hubungan variabel tersebut dengan opini 
WTP. Perhitungan marginal effect menunjukkan bahwa OTSUS_PDPT 5 bernilai positif dan signifikan di bawah 
5 persen. Sementara itu, OTSUS_PDPT 2, OTSUS_PDPT 3, dan OTSUS_PDPT 4 bernilai negatif dan signifikan. Hal 
ini menunjukkan bahwa sesuai dengan perhitungan ordered logit, OTSUS_PDPT 5 meningkatkan kemungkinan 
keterjadian opini WTP sebesar 0,64 persen pada model 2, 0,61 persen pada model 3, 0,61 persen pada model 
4, 0,59 persen pada model 5, dan 0,59 persen pada model 6. Sebaliknya, OTSUS_PDPT 2, OTSUS_PDPT 3, dan 
OTSUS_PDPT 4 menurunkan kemungkinan terjadinya opini TMP, TW, dan WDP senilai besaran hasil marginal effect 
pada Lampiran 2.

Mengacu pada contoh analisis marginal effect pada variabel OTSUS_PDPT, pola yang sama juga terdapat pada 
kelima output variabel DBH_PDPT, OP_BLJ, MODAL_BLJ, DAK_TRANSFER, dan TRANSFER_PDPT. Kelima variabel 
tersebut signifikan dan konsisten dalam hal tanda sesuai dengan hasil olah data ordered logit. Pada hasil ordered 
logit yang bertanda negatif, terdapat tanda positif untuk output marginal effect 2, 3, dan 4 serta tanda negatif untuk 
output marginal effect ke-5. Sebaliknya, pada hasil ordered logit yang bertanda positif, terdapat hasil bertanda 
positif pada perhitungan marginal effect ke-5 dan output bertanda negatif pada perhitungan 2, 3, dan 4. Besaran 
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perhitungan marginal effect menunjukkan persentase kemungkinan keterjadian opini berdasarkan hubungannya 
dengan variabel independen rasio keuangan pada lampiran 2. Sejalan dengan perhitungan ordered logit, hasil 
perhitungan marginal effect pada variabel PAD_PDPT konsisten dalam hal tanda, namun dengan signifikansi 
yang menurun pada model keenam. Berdasarkan perhitungan marginal effect model ordered logit variabel 
independen DAK_TRANSFER, diperoleh nilai koefisien kemungkinan terjadinya opini WTP pada kisaran 1,4 persen. 
Nilai ini menjadikan variabel DAK_TRANSFER sebagai variabel yang memberikan kemungkinan keterjadian opini 
WTP tertinggi dibanding variabel lain. Berbeda dengan DAK_TRANSFER, DBH_PDPT mengurangi kemungkinan 
keterjadian opini WTP dengan nilai di atas 2 persen dan meningkatkan kemungkinan terjadinya opini TMP dengan 
nilai di atas 1 persen.

Temuan yang diperoleh melalui proses olah data dan perhitungan marginal effect menunjukkan perlunya 
rangkaian perbaikan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan otsus. Dari segi pendapatan, 
pemerintah perlu mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah agar PAD mengalami peningkatan. Terkait 
hal ini, perlu dilakukan penilaian kemampuan pemda dalam mengumpulkan pendapatan yang bersumber secara 
asli dari daerah (pajak dan retribusi daerah). Dengan meningkatnya PAD diharapkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah otsus dapat mengalami perbaikan.

Pembenahan juga perlu dilakukan pada proses pemberian DBH yang secara besaran diatur spesifik pada Undang-
Undang Otonomi Khusus. Hal ini karena DBH secara konsisten berkontribusi pada pengurangan kemungkinan 
keterjadian opini WTP pada daerah otsus. Pembenahan DBH juga penting dilakukan untuk memperbaiki tata kelola 
penerimaan daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar. Implikasi lebih jauh atas tanda negatif dan nilai 
marginal effect pada koefisien DBH_PDPT adalah perlu adanya evaluasi mekanisme pemberian DBH sebagai salah 
satu kebijakan fiskal yang diatur pada Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat. Mekanisme 
detail yang mendorong agar tidak terjadi permasalahan akuntabilitas dan dapat memengaruhi pemberian opini 
atas LKPD perlu disusun sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan otsus dan untuk mempercepat perubahan opini non-
WTP pada beberapa daerah otsus, terutama daerah pada Provinsi Papua Barat dan Papua.

Pemerintah juga dapat mengoptimalkan kebijakan DAK yang terbukti secara empiris pada penelitian ini dapat 
meningkatkan akuntabilitas. Optimalisasi DAK dapat dilakukan dengan memberikan prioritas utama terhadap 
daerah-daerah yang secara opini laporan keuangan pemda belum berpredikat WTP. Sebagai instrumen kebijakan, 
DAK juga dapat mendorong peningkatan belanja modal khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki rasio 
belanja modal per total belanja yang rendah, karena DAK memiliki jenis DAK fisik.

Perbaikan tata kelola belanja pada daerah sampel juga menjadi suatu hal yang perlu dilaksanakan mengingat 
tanda negatif dan hasil perhitungan marginal effect pada kedua jenis utama belanja, yaitu belanja operasional 
dan belanja modal. Hasil kuantitatif ini sejalan dengan temuan Prabowo et al. (2020) pada Provinsi Papua dan 
Papua Barat serta Aziz & Zuhro (2018). Lebih jauh, Cahyaningsih & Fitriady (2019) juga menemukan bahwa 
otsus berpengaruh negatif pada pendidikan dan kesehatan di Papua yang menunjukkan bahwa permasalahan 
akuntabilitas berpengaruh pada ketercapaian indikator sosial-ekonomi. Konsistensi hasil statistik pada komponen 
belanja menunjukkan belum tercapainya belanja daerah yang akuntabel pada daerah sampel.

Perbaikan tata kelola belanja dapat dilakukan melalui pembenahan yang menyeluruh dari aspek perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembenahan tersebut harus melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota dalam menetapkan kebijakan belanja 
di daerah otsus. Pembenahan proses belanja perlu dilakukan di tengah pelaksanaan otsus yang memberikan risiko 
pengelolaan keuangan daerah yang tidak akuntabel. Pada akhirnya, pembenahan atas belanja semakin penting 
karena untuk memperbaiki kualitas hidup dan memaksimalkan pembangunan di daerah otsus haruslah didasarkan 
pada proses belanja daerah yang baik dan akuntabel. Apabila seluruh jenis belanja tidak mampu dilakukan secara 
akuntabel, kemungkinan terdapat permasalahan pada proses belanja yang harus dibenahi oleh seluruh pemangku 
kepentingan terkait daerah otsus.

Secara umum, temuan dari segi pendapatan dan belanja telah memperjelas hubungan kondisi keuangan 
daerah dengan opini laporan keuangan. Hasil yang ditemukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khairudin 
(2013) bahwa daerah dengan kondisi keuangan yang baik cenderung memperoleh opini WTP sebagai penilaian 
terbaik dari BPK RI atas laporan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik dapat terlihat dari bagaimana 
aspek-aspek kondisi keuangan utamanya adalah kemandirian pendapatan (Ritonga, 2014) dan efektivitas belanja 
yang merupakan proksi penyediaan barang publik (Brueckner et al., 2022). Menggunakan fleksibilitas perhitungan 
kondisi keuangan dengan rasio (McDonald III, 2017), penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai variabel 
penting lain terkait keuangan daerah, seperti pendapatan transfer dan belanja daerah dalam kaitan hubungannya 
dengan variabel dependen. 
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Hasil perhitungan pada aspek pendapatan, yaitu hubungan antara PAD_PDPT yang bertanda positif sesuai 
dengan Canare (2021) yang menyatakan bahwa desentralisasi pendapatan merupakan bentuk desentralisasi yang 
memungkinkan terwujudnya tata kelola yang baik dan tercapainya target pembangunan. Namun, transfer yang 
dialokasikan Pemerintah Pusat dalam bentuk proyek pembangunan melalui DAK_TRANSFER juga berpengaruh 
positif terhadap akuntabilitas karena sistem pengalokasian dana yang jelas berdasarkan proposal atas suatu proyek 
fisik maupun nonfisik. Pengaturan yang lebih jelas untuk alokasi dana otsus juga tercermin dari tanda positif pada 
variabel OTSUS_PDPT yang berdasarkan pengaturan pada peraturan perundang-undangan harus dibelanjakan 
untuk fungsi tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan.

Sebaliknya, hubungan antara DBH yang merupakan salah satu kebijakan otsus dengan akuntabilitas secara 
konsisten signifikan pada semua model. Belanja operasi dan belanja modal juga menunjukkan relasi yang sama 
dengan akuntabilitas secara signifikan pada seluruh model. Hal ini sesuai dengan Allain-Dupre et al. (2020) 
yang menjelaskan bahwa pengaturan desentralisasi secara asimetris mendorong penurunan akuntabilitas dan 
transparansi. Dalam kasus Indonesia, Lele (2019) menemukan bahwa lemahnya pengawasan masyarakat terhadap 
belanja daerah dan khususnya DBH otsus berdampak pada rendahnya akuntabilitas penggunaan dana otsus yang 
mana sesuai dengan perhitungan kuantitatif pada penelitian ini.

KESIMPULAN
Penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan kondisi keuangan tiga daerah otonomi khusus, yaitu Aceh, 

Papua, dan Papua Barat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang diproksikan oleh variabel opini laporan 
keuangan daerah hasil pemeriksaan BPK RI. Perhitungan hubungan antara variabel DAK_TRANSFER menunjukkan 
hasil yang positif dan signifikan pada semua model dan PAD_PDPT menunjukkan hasil yang belum konsisten secara 
signifikansi statistik, walaupun konsisten secara tanda. Dari aspek pendapatan, hasil yang diperoleh telah sesuai 
dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Dari segi rasio keuangan terkait otsus, yaitu belanja operasi, belanja modal, DBH, dan dana otsus menunjukkan 
bahwa belanja daerah otsus dan pemberian DBH belum mampu meningkatkan kemungkinan opini daerah otsus 
menjadi WTP. Hal ini patut menjadi evaluasi bagi pemda untuk mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan 
anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, serta melaksanakan belanja daerah yang mampu meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perlu adanya pembenahan pada mekanisme kebijakan DBH yang pada 
penelitian ini secara konsisten berhubungan negatif dengan akuntabilitas. 

Temuan terkait otsus telah sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang secara konsep menunjukkan 
bahwa pelaksanaan desentralisasi asimetris mengurangi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang 
melaksanakan kebijakan ini. Penelitian ini telah mengisi aspek kuantitatif dari beberapa penelitian terdahulu 
terkait pelaksanaan otsus di Aceh, Papua, dan Papua Barat serta membuktikan secara kuantitatif terkait masih 
adanya permasalahan akuntabilitas pada belanja dan transfer dalam bentuk DBH otsus.

Sebaliknya, dalam memitigasi permasalahan akuntabilitas, peningkatan penggunaan DAK dapat dilakukan 
dengan tetap memperhatikan kondisi sosial politik ketiga provinsi yang menjadi objek penelitian ini. Sebagai 
daerah yang menerapkan otsus, penerapan kebijakan pada Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat tidak dapat 
terlepas dari konteks sosial politik yang ada, terutama terkait isu keamanan.

Penelitian terkait perbandingan antara daerah otsus dengan daerah lain yang berstatus bukan otsus, 
namun memiliki kesamaan secara ekonomi dan latar belakang sosial dengan daerah otsus sebagai kontrol pada 
pelaksanaan penelitian juga dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan pada masa yang akan datang. 
Hasil penelitian terutama dalam hal pengalokasian dana otsus dan dana transfer dapat menjadi masukan bagi DPR 
RI dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat bagi pemda.
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